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ABSTRAK 
Batas anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu 
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan. Maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum menjual tanah 
warisan dari ayahnya diwakili oleh wali ibu yang hidup terlama dengan melalui 
ijin penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan dapat diterimanya permohonan perwalian 
dan ijin menjual tanah serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan 
setelah adanya penetapan hakim tentang perwalian dan izin menjual tanah. 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dengan cara 
mencari dan menganalisa fakta hukum khususnya terkait dengan norma peraturan 
perundang-undangan dalam permohonan perwalian dan ijin menjual tanah. Hasil 
penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim pengadilan mengabulkan 
permohonan pengangkatan wali dan ijin menjual tanah, dari hasil pemeriksaan  
dibuktikan bahwa pemohon adalah orang tua yang hidup terlama sebagai wali dari 
anaknya yang masih di bawah umur, dan telah disepakati bersama anak-anaknya  
untuk menjual sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2963 luas 84 
m
2
 guna untuk mencukupi biaya pendidikan anak pemohon yang masih duduk di 
bangku sekolah dasar. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan 
hakim yaitu pemohon dapat mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam 
melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan dari ayahnya sebagimana 




Kata Kunci: menjual tanah warisan, anak di bawah umur, pengangkatan wali 
 
ABSTRACT 
Limit of underage children according to Law no. 1 Year 1974 under the age of 18 
(eighteen) years or has never held a marriage. So to be able to take legal action 
from the land represented by the mother's parent who lives the longest by using 
the permission to determine the court. This study aims to find out information in 
accessible and undertaken cases to seek information on what is necessary to 
determine whether the trust and permit to sell the land. How to conduct and 
analyze legal statutory laws. Trust and permission to sell land. The results of the 
study and discussion show that the court judge granted the appeal for the 
appointment of the guardian and the permit to sell the land, the result of the 
examination proved that the applicant is the oldest living parent as the guardian of 
a minor, and has been agreed with the children for sale in a plot of land Certificate 
of Property Number: 2963 area 84 m
2
 in order to meet the cost of education of the 
applicant's children who are still sitting in elementary school. Canceled law 
resulting after Judicial decision-making such as the applicant may provide the 
indispensable information in situations which enable a person to obtain property 








Perkawinan adalah perilaku mahkluk ciptaan  Tuhan Yang Maha Esa agar 
kehidupan dialam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi 
dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh 
karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah 
satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya 
sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya 
perkawinan maju, luas dan terbuka.
1
 
Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologis dan 
yuridis, pengertian dari perspektif sosiologis diartikan kreteria dapat 
dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas 
usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mamputidaknya 
seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan 
dimana ia berada. Perspektif psikologis berarti pertumbuhan manusia mengalami 
fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri 
tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas 
dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang 
dialaminya. Perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan 
akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap 
kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan 
kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, 




Dalam perkawinan maka timbul harta perkawinan suami-istri kebersamaan 
harta perkawinan secara menyeluruh. Harta perkawinan suami-istri menurut UU 
no. 1 tahun 1974 bahwa:  (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta bersama; (2) Sedangan harta bawaan suami istri masing-masing 
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baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 [1-2]).
3
  
Dalam suatu kenyataan dimasyarakat bahwa ayah meninggal dunia 
meninggalkan harta dari ayahnya yang berupa tanah tersebut akan dijual oleh 
ibunya untuk keperluan anak-anaknya oleh karena anak-anaknya masih di bawah 
umur maka si ibu dapat menggantikan ayahnya sebagai wali untuk melakukan jual 
beli tanah tersebut dari anak nya yang masih di bawah umur. Oleh karena itu 
dalam melakukan jual beli tanah tersebut ibu wajib mengajukan permohonan 
pengangkatan wali dan izin dalam menjual tanah dari tanah anaknya yang masih 
di bawah umur ke Pengadilan Negeri  sesuai dengan pasal 359 (“KUHPer”): 
“Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan 
orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, 
Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau 
memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”4 
Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas akan melakukan penelitian 
dengan judul Tinjauan Yuridis Pengangkatan wali dari anak di bawah umur dalam 
menjual warisan ayahnya (Pengadilan Negeri Sukoharjo Penetapan Nomor 
11/Pdt.P/2016/PN Skh.) 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
mengemukakan permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian bahwa ibu benar-benar dapat 
diangkat sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual 
harta peninggalan dari ayahnya yang berupa tanah dan bangunan? (2) Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan pengangkatan wali dari anak 
di bawah umur tersebut (3) Bagaimana akibat hukum setelah wali itu diangkat 
oleh hakim? 
Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum 
ini adalah: (1) Bagi Penulis, Dengan melakukan penelitian ini diharapkan 
menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan 
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gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam 
pengangkatan wali dari anak di bawah umur dalam menjual tanah warisan 
ayahnya. (2) Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat disumbangkan 
kemasyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai 
pengangangkatn wali agar supaya masyarakat mengetahui hukum-hukum dalam 
pengangkatan wali dari anak di bawah umur, dalam menjual tanah warisan 
ayahnya sehingga bisa berguna untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang 
timbul dalam masyarakat. (3) Bagi Ilmu Pengetahuan, Hasil penelitian ini dapat 
menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya 
mengenai pengangkatan wali dari anak di bawah umur dalam menjual tanah 




Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. 
Metode  normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidahg 
hukum, asas hukum yang terdapat dalam pengangkatan wali dapat diketahui 
kedudukan hukum dan legalitas tentang mengenai pengangkatan wali dari anak di 
bawah umur dalam menjual tanah warisan ayahnya
5
. Sifat penelitian dari skripsi 
ini adalah deskriptif, dimana penulis ingin mengetahui dengan cara menguraikan 
secara sistematis dan menyeluruh atas proses pengangkatan wali dari anak di 
bawah umur dalam menjual tanah warisan ayahnya. 
Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
primer yaitu sejumlah keterangan serta hasil wawancara dan data sekunder yang 
berupa buku-buku tentang pengangkatan wali dari anak di bawah umur dalam 
menjual tanah warisan ayahnya. 
Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu memperoleh 
data dengan mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier serta studi lapangan dengan melakukan wawancara. Teknik analisis 
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data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik analisis dengan cara 
memperoleh data secara langsung dari narasumber dan membahas pokok 
permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik data kepustakaan dan 
pendapat responden melalui wawancara. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian dapat Diterimanya 
Permohonan Perwalian dan Izin untuk Menjual Tanah 
Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di 
mana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut dengan permohonan. Bahwa 
suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan 
syarat utama untuk dapat diterimnya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna 
diperiksa : point d’interest, point d’action.  Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak 
yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih 
tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas 
suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung  dalam putusan tanggal 7 Juli 
1917 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa permohonan harus diajukan oleh 
orang yang mempunyai hubungan hukum.
6
 
Atas pembagian beban pembuktian  tercantum dalam Pasal (283 Rbg, 
1865 BW), yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau 
yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk 
menyakut hak orang lain, harus membuktikan  adanya hak atau peristiwa itu,”7 
maka dalam perkara ini pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-
dalil tuntutan haknya, sebab pembuktian dapat diartikan sebagai upaya 
memberikan kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup 
kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak 
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Membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya 
peristiwa-peristiwa tertentu. Maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang 
didasarkan atas pembuktian. 
9
 Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh fakta 
sebagai berikut: (1) Bahwa pemohon beralamat di Krajan Lor Rt 03 Rw VI 
Mancasan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo; (2) Pemohon telah menikah 
dengan M Fanani pada tanggal 17 Agustus 1986; (3) Perkawinan antara Pemohon 
dengan M. Fanani telah dikaruniaiu 3 (tiga) orang anak yaitu Anita Fitrianingrum 
lahir di Boyolali pada 03 Juni 1987, Adita Kusfaningrum lahir di Sukoharjo pada 
tanggal 1 Juli 1997 dan Aditya Falen Satriawan lahir di Sukoharjo pada tanggal 
13 Mei 2005; (4) Suami Pemohon M. Fanani tersebut telah meninggal dunia pada 
Sabtu Wage tanggal 29 Juni 2013; (5) Suami pemohon M. Fanani  juga 
meninggalkan warisan  berupa perumahan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2963 
Luas 84 m
2
 sebelumnya atas nama M. Fanani kemudian oleh pemohon dibalik 
nama atas nama Pemohon dan ketiga anaknya; (6) Pemohon akan menjual 
perumahan tersebut sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2963 Luas 
84 m
2
, untuk keperluan sekolah anak-anak pemohon yang mana dalam Sertifikat 
Hak Milik Nomor 2963 Luas 84 m
2
 tersebut tercatat pemegang hak adalah 
Pemohon dan ketiga anak-anaknya, dan oleh karena anak Pemohon yang ketiga 
bernama Aditya Falen Satriawan masih di bawah umur sehingga Pemohon 
mengajukan ijin untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur;  
(7) Keterangan kedua anak-anak Pemohon yang sudah dewasa yaitu Anita 
Fitrianingrum dan Adita Kusfaningrum telah menyutujui dan tidak keberatan jika 
tanah dan bangunan atau perumahan tersebut dijual oleh Pemohon selaku ibu 
kandungnya. 
Dari hasil pembuktian tersebut bahwa apa yang diajukan oleh pemohon 
telah sesuai dengan bukti-bukti di persidangan, mulai dari surat-surat dan 
kesesuaian keterangan dari kedua saksi tersebut dan juga persetujuan dari kedua 
anaknya yang telah dewasa. Maka dari hasil persidangan tersebut hakim 
menemukan bukti yang digunakan sebagai dasar diterimanya permohonan dari 
pemohon untuk menjual harta anaknya yang masih di bawah umur .Dengan bukti 
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tersebut hakim sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu hurus melakukan 
penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam melakukan 
penilaian pembuktian pada umumnya sepanjang undang-undang tidak 
menentukan lain, hakim bebas untuk menilai pembuktian.
10
 
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Permohonan Perwalian dan 
Izin untuk Menjual Tanah 
Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil 
keputusan terkait Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN Skh. 
1) Pasal 47 ayat (1) UU RI No 1 tahun 1974, disebutkan bahwa anak yang 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 
mereka tidak dicabut kekuasaannya. Bahwa telah terbukti Aditya Falen 
Satriawan adalah anak dari pemohon dengan suaminya (Alm) M Fanani yang 
masih di bawah umur sesuai bukti hasil dari persidang yaitu berupa foto copy 
Akta kelahiran atas nama Aditya Falen Satriawan, Foto copy Kutipan Akta 
Nikah No. 177/20.1986 tanggal 17 agustus 1986, dan foto copy Akta 
kematian suami pemohon atas nama M Fanani. Dan diperoleh pula kesesuain 
dari keterangan kedua saksi dalam persidangan, Sehingga secara otomatis 
pemohon selaku orang tuan yang hidup terlama  menjadi wali dari anaknya. 
2) Pasal 48 UU R I No 1 tahun 1947, disebutkan bahwa orang tua tidak 
diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap 
yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya. 
Dari persidangan pemohon sebagai walinya telah membuktian bahwa 
tujuan menjual harta warisan anaknya berupa tanah adalah untuk kepentingan 
anak guna dapat membiayai pendidikan yang sekarang masih SD dan 
kebutuhan anaknya sehari-hari. 
                                                             
10
 Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata Indonesia dan Perkembanganya 
di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, Hal. 135. 
8 
 
3) Mengingat ketentuan PP No, 24 tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana daru 
UUPA telah menentukan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan 




Dasar dari pembuatan Akta jual beli adalah adanya kesepakatan para 
pihak, untuk dapat melakukan perbuatan hukum mendandatangani 
persetujuan pembuatan Akta jual beli harus lah memenuhi syarat syahnya 
perjanjian, yaitu Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya 
perjanjian, perjanjian ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian 
berbunyi : 
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. suatu hal tertentu 
4. suatu sebab yang halal. 
Maka dapat terpenuhinya dan terlaksannya syarat tersebut Pemohon 
mengajukan Penetapan perwalian untuk menjual harta anaknya guna dapat 
mewakili perbuatan hukum menggantikan anaknya yang belum cakap atau 
belum dewasa. 
4) Selain pertimbangan tersebut hakim juga mempertimbangkan kepentingan 
anak pemohon yang membutuhkan biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari, 
ditambah juga bahwa dari semua bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan 




Sehingga Hakim menetapakan sebagai berikut : 
a. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 
b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandungnya yang 
masih di bawah unmr yang bernama Aditya Falen Satriawan, Khusus 
untuk menandatangani  surat yang berkaitan dengan penjualan sebidang 
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tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2963 
Luas 84 m
2
 atas nama Husnul Chotimah, Anita Fitrianingrum, Adita 
Kusfaningrum dan Aditya Falen Satriawan yang terletak di Desa Temulus, 
Kel. Pondok, Grogol, Sukoharjo. 
c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 
permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp 201.000,- (dua ratus ribu rupiah). 
3.3  Akibat Hukum yang Ditimbulkan setelah Adanya Penetapan Hakim 
Jual beli merupakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh orang 
yang cakap hukum sesuai dengan Pasal 1320 mengharuskan kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan, bila yang melakukan tidak cakap sesuai Pasal 1446 
KUHPerdata yang berbunyi “semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang 
belum dewasa, atau atau orang yang di bawah pengampuan adalah batal demi 
hukum”, sepanjang ketidak cakapan tersebut tidak dikuatkan, maka perjanjian 
yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap tersebut tidak memiliki Schuld sama 
sekali, dan karenanya pula tidak memberikan hak menuntut harta kekayaan pada 
kreditor terhadap siapa mereka membuat perjanjian. Maka dengan itu penjual 
mengajukan peneteapan perwalian dan izin menjual tanah ke pengadilan. 
Setelah dikeluarkannya penetapan perwalian dan izin menjual tanah dari 
Pengadilan negeri pemohon dapat melakukan perbuatan hukumnya menjual tanah 
warisannya sesuai dengan syarat yang telah diatur Pasal 359 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (“KUHPer”): “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang 
tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah 
diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, 
setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan 
semenda.” Dan sesuai dengan pasal 393 KUHPerdata, untuk menjual sesuatu 
barang maka Wali harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan.
13
 
Akibat hukum merupakan suatu dampak dari ditetapkannya suatu 
keputusan oleh hakim. Dengan dikeluarkannya Penetapan dalam putusan 
penetapan Nomor: 11/Pdt/2016/PN Skh. maka pemohon dapat melakukan 
perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk 





menandatangani Akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan yang 
berkaitan dengan penjual  sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam 
Sertifikat Hak Milik Nomor 2963 Luas 84 m
2
 atas nama Husnul Chotimah, Anita  
Fitrianingrum, Adita Kusfaningrum dan Aditya Falen Satriawan yang terletak di 





4.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan 
hakim dalam menentukan dapat diterimanya permohonan penetapan perwalian 
dan izin menjual tanah beserta akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya 
penetapan hakim. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung 
sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja, Yang di sebut dengan 
permohonan. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum 
yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimnya tuntutan hak itu oleh 
pengadilan guna diperiksa : point d’interest, point d’action.  Ini tidak berarti 
bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh 
pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak 
itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung  
dalam putusan tanggal 7 Juli 1917 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa 
permohonan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. 
Kedua, dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil 
keputusan terkait Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PN Skh : 
1) Pasal 47 ayat (1) UU RI No 1 tahun 1974, disebutkan bahwa anak yang belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 
dicabut kekuasaannya. Bahwa telah terbukti Aditya Falen Satriawan adalah 
anak dari pemohon dengan suaminya (Alm) M Fanani yang masih di bawah 
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umur sesuai bukti hasil dari persidang yaitu berupa foto copy Akta kelahiran 
atas nama Aditya Falen Satriawan, Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 
177/20.1986 tanggal 17 agustus 1986, dan foto copy Akta kematian suami 
pemohon atas nama M Fanani. Dan diperoleh pula kesesuain dari keterangan 
kedua saksi dalam persidangan, Sehingga secara otomatis pemohon selaku 
orang tuan yang hidup terlama  menjadi wali dari anaknya. 
2) Pasal 48 UU R I No 1 tahun 1947, disebutkan bahwa orang tua tidak 
diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap 
yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya. 
Dari persidangan pemohon sebagai walinya telah membuktian bahwa 
tujuan menjual harta warisan anaknya berupa tanah adalah untuk kepentingan 
anak guna dapat membiayai pendidikan yang sekarang masih SD dan 
kebutuhan anaknya sehari-hari. 
3) Mengingat ketentuan PP No, 24 tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana daru 
UUPA telah menentukan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak 




Dasar dari pembuatan Akta jual beli adalah adanya kesepakatan para 
pihak, untuk dapat melakukan perbuatan hukum mendandatangani persetujuan 
pembuatan Akta jual beli harus lah memenuhi syarat syahnya perjanjian, yaitu 
Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, 
perjanjian ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berbunyi : 
a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
c) suatu hal tertentu 
d) suatu sebab yang halal. 
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Maka dapat terpenuhinya dan terlaksannya syarat tersebut Pemohon 
mengajukan Penetapan perwalian untuk menjual harta anaknya guna dapat 
mewakili perbuatan hukum menggantikan anaknya yang belum cakap atau 
belum dewasa. 
4) Selain pertimbangan tersebut hakim juga mempertimbangkan kepentingan 
anak pemohon yang membutuhkan biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari, 
ditambah juga bahwa dari semua bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan 




Dikeluarkanya Penetapan Pengadilan dalam Permohonan Perwalian 
dan Izin Menjual Tanah setelah Pemohon mengajukan surat permohoan 
kepada ketua Pengadilan Negeri wilayah setempat yang kemudian 
mendatangkan semua keluarga beserta saksi di  persidangan dan hakim yang 
memeriksa perkara tersebut kemudian memberikan penetapan. Dijatuhkanya 
penetapan oleh hakim mengandung konsekuensi hukum yaitu adanya akibat 
hukum yang timbul dari penetapan hakim tersebut. 
Akibat hukum merupakan suatu dampak dari ditetapkannya suatu 
keputusan oleh hakim. Dengan dikeluarkannya Penetapan dalam putusan 
penetapan Nomor: 11/Pdt/2016/PN Skh. maka pemohon dapat melakukan 
perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk 
menandatangani Akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 
yang berkaitan dengan penjual  sebidang tanah dan bangunan sebagaimana 
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2963 Luas 84 m2 atas nama Husnul 
Chotimah, Anita  Fitrianingrum, Adita Kusfaningrum dan Aditya Falen 




Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran 
agar hakim lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dalam permohonan 
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penetapan karena menyangku perlindungan terhadap harta anak di bawah umur. 
Dan sudah seharusnya ditingkatkan, tidak hanya mengedepankan aspek formalitas 
undang-undang saja namun juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan 
kepentingan anak dimasa mendatang. Diharapkan kepada ibu selaku wali dari 
anaknya masih di bawah umur amanah dalam menerima kewajiban membesarkan 
dan menjaga harta anaknya. 
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